
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

Menimbang 

Mengingat 

NOMOR 1\ TAHUN ?-00.;l 

TENTANG 

RETR.IBUSI !ZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

DENG AN RAJ IMA T TUIIAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGANYAR, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peratw"an Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2000 tentang Usaha dan Pera~ Masyarakat Ja,,;a 
Konstruks~ Pembi;rian Izin Usaha Jasa Konstruksi 
merupakan kewenangan Pemcrintah .Kabupaten!K.ota; 

b. bahwa rlalam rangka. pelakfana,an pembinaan, pengendalian, 
pengawasan serta guna menciptakan iklim usaha yan.g sehat 
di bidang usaha jasa konst:ruks~ maka perlu mengatur 
retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi; 

c.. bMwa wituk makfmd tcrschut di atas pcrlu diatur • <lan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-w1Clang Nom01· 13 Talmn 1950 tentang Punbcmtukan 
Daerah-daerah Kabupaton dal.am Ungkwtgan Pr0pinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tenta.'\g Pajak Daerah 
clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia 
Tahw1 1997 Nomor 41 . Tambahan Lembaran Negm·a 
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana t~lah <liubah 
dcnga., Undang-undang Nomor 34 Tahnn 2000 tenlang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retn'busi Dacrah (Lembaran 
Negara Republik .Indonesia Talum. ,2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentau.g Larangan 
Praktek Monopoli dan Pcrsaingan Usa.ha Ttctak Sehat 
(Lembaran Negara Republik. Indunesia T.unm 1999 Nomor 
33, Tamba.han Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
3833); . -· ' 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun · 1999 tenbng Jasa 
Konstmksi (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara )t~publik 
Indonesia Nomor 3833); 



5. TJndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 'fentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

• • • Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3839); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tent,ang Usaha 
rlan Peran MasyarJkat Jasa Ko.ustnJksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahuu 2000 Nomor 63, Tambalian 
Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 3955); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 TahWl 2000 tentang Usaha 
clan Penyelengg:araan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

8. Pcraturan Perncrintah Nomor 30 Tahwi 2000 tentang 
Pcnyelenggaraan Pembinaan Jasa Konst.ruksi (Lembaran 
Negara Republik Indoncsfa Tahun 2000 Nomor, 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NJmor 

l 3957); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Talum 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lem.baran Negara 
Republik Indonesia Nom01.· 4139); 

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Pemndang-w1dangan clan Bentuk 
Rancaugan t,Jndang-undan& Rancangan Peraturan 
Pemerintah dan Rancaugan Keputusan Presicten; 

11. Keputusan Menteri Dalam Nogeri Nomor 174 Tahun 1997 
tcntang Pedoman Tata Cara Pcmungutan Retribusi Dacrah; 

12. Keputusan Mented Dalam Negeri Nomot 175 Tahw1 1~97 
t~ntang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; · 

13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor 369/KPTS/Ivf/2001 Tahun 2001 tcntang Pcdoman 
Pemberian Izin Usaha Jasa K0tt~truksi Nasional; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat lI Kara11ganyar 
Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negen Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Karanganyar. 

Dengan persetujuan 
\ 
\. 

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKARANGANY~-·· 

\ 
\ MEMUTIJSKAN : 

\ 
Menetapkan PERA.TUR.A.~ DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. 

n ,.. ..,..J."' . 



. . . . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; 

b. Pemerintah Daerah ailalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain 
sebagai Badan Eksekutif D.acrah; 

c. Bupati adalah Bupati Karanganyar; 

d. Pejabat yang ditunju!( adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
pmz.inan clan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
herlaku; 

e. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang 
cliberikan kepada orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan 
usaha jasa konstruk!lf, 

f. Jasa Kom1truksi adalah layanan jasa konsultansi percncanaan pckerjaan 
konstruks~ layanan jasa pelaksanaan pe;kerjaan konstruksi clan layanan jasa 
konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi; 

g. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atmu 8ebagian rangkaian kegiatan 
pcrencanaan dan atau pclaksanaan bcserta pengawasan yang mencakup pckerjaan 
ar!litektura~ sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing 
beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan awu bentuk fisik lain; 

h. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha 
yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang p~rencanaanjasa konstruksi yang 
mampu mewujudka.n pekerjaan dalam bentuk dokumen perenca11aan bangunan 
atau bentuk fisik lam; 

1. Pelaksana Konstruksi adalah penyeclia jasa orang per<Jeorangan ,ltau badan usaha 
yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaap jasa konstruksi yang 
mampu mewujudkan pekerjarui dalam bentuk dolmmen perencanaan bangunan 
atau bentuk fiRik lain; 

J. Pengawas Kon<Jtruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan •· atau badan us aha 
yang dinyatakan ahli yang profosional di bi.dang pengawa1:1an jasa konstruksi ywg 
mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan s~jak awal polaksanaan pokerjaan 

. konstruksi saiµpai sclesai dan discrahtcrimakan; 1 

k.. Registrasi .adalah kegiatan untuk • menentukan kompetensi pro~esi keal.tlian clan 
keterampilan tem,ntu orang pribadi atau badan usaha un~ n,.~~ntukan izin 
usaha sesuai dengan klasifikasi dnn kualifikasi yang dituangk~ datain :3~rtifikat; 

1. !Gasifikasi ~1dalah bagian kcgiatan rcgistrasi untnk nicnetapkan 9cri.ggolongan 
usaha di 1'idang jasa konstruksi menurut bidang clan ·s~b ·bidang •pekeljaan atau-· • 
penggolongan profesi keterampilan dan kcahJfan kerja orang : pribadi di bidang 

· j<Via konstn&si menwut disiplin keilmuan dan atau kcter~pilan tertentu d~ a tau 
tiefungfiian dan atau keahlian masing-masing; · • 

m.1 J,Cmµifikasi adalah bagian kegiatan registrasi wituk menetapbu penggolo~gan:· . 
~\a di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedala.man ko'IJilpete4si clan 
keinampuan ,usaha atau penggolong:m profesi kcterampilart dan . keahlia~ kerja 
'?i·~~ pe~Heora..~gan di bi.dang jasa kom,truksi menwut · tin~t/kedalaman 
k'ompetensi dan kemampuan profesi. serta kea!ilian; . . \ 

\ 
' \ 

\ 
' \ 

Paraf /i..;,/ 



n. Sertifik.asi aclalah proses penilaian wituk mendap.atkan pengakuan terhadap 
klasifikasi clan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang 
konstruksi yai1g ·oerbehtuk orang perseorangan atau badan usaha; atau proses , 
penilaian kompetensi <lan kemarnpuan profesi keterampilan kerja dan keahlian .. 
kcrja seseorang di hidang jac~a konstruksi menurut disipJin keilmuan dan atau 
keterampilan tertentu clan atau kefungsian clan at.au keahlian tertentu; 

o. Scrtifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapau klasifika'>i dan 
kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik 
yang berbcntuk orang pcrseorangan a.tau badan usaha; atau tanda bukti pengakuan 
atas kompetensi clan kemampuan profosi keterampilan kerja clan keahlian kerja 
orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keHmuan dan atau 
keterampilan krtentu clan atau kefungsian dan stau keahlian te:itentu; 

p. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang mcliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Millk Negara atau 
Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Finna, 
Kongsi, Koperas~ Y:Jyasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana per.siun, 
bentuk URaha tetap se:rta bentuk badan usaha lainnya; 

q. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstmksi yang selanjutnya disebut rt:tribusi adalah 
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pernberian iiin tertentu yang 
khusus dfaediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Dacrah untuk kepentingan 
orang !:)erseorangan atau · badan us aha yang menyelenggarakan usaha jasa 
konstruksi; 

r. Surat Pembcritahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adi1lajl 
surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan pt-1"hitung~: d~ 
pembayaran retribusi; · ' 

s. Surat Ketetap~i. Rdribusi Daerah yang selanjutnya disebnt SKRD adalah surat 
keputusan yang menentukan besamya jumlah retri.busi yang terutang; 

t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
wituk inelakukan tagill311 retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bWlga atau 
denda; 

u. Kas Daerah adalah Kru; Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

BAB II 
USAHA JASA KONSTRUKSI 

Bagian Kesatu 
.lenis, Bentuk dan Bidnng Usaha 

Pasal 2 

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentu.k U.'laha dan bidang usaha jct§~. 
konstruksi. 

(1) 

Pasal 3 

Jenis usaha jasa konstruksi tercliti atas us.ma perencanaan konstruksi, usaha 
pelaksanaan konslruksi <lan usaha pengawasan konstruksi · yang masing-masing 
dilaksanakan o]eh perencana konstruksi, pelak!!ana konstruk.'ii, cl.an pengawas 
konstruksi. 



a:-

(2) Usaha perencanaan konstruk.si memberikan lz.yarum jasa pc:re:ncanaan dalam 
pekerjaan konstruksi yang mcliputi rangkaian atau bagian-bagian dari kcgiaµn 
rnulai datj siu.di. p~gcrnbangan sarnpai dcngan J)\.-"'Ilyusunan dokwnen kontrak 
kerja. 

(3) Usaha pe.laksanaan konstl'Uksi memberi.kan layanan jasa pelaksanaan dalam 
pekcrjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari 
kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengM penyerahan akhir hasil 
pekerjaan konstl'llksi. 

( 4) Usaha pcngawasttn konstruksi memberikan iayanan jasa pengawasa-1 haik 
keseluruh,m maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulli dari 
penyiapan lapangan sampai dengan penyorahan akhir hasil pekerjaan kon~tmksi. 

Pasal 4 

( 1) Usaha jasa konstrukai dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. 

(2) Bentuk usaha yanSi dilakukan oleh orang perseornngan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini selaku pelaksana konstrubi hanya dapat melabanakan 
pekerjaan konstruksi yang bercsi.ko kecil, berte;lmologi sederhana dan yarlg 
berbiaya kecil. 

(3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dirnaksud 
ayat (1) Pasal ini selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya 
dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

(4) Pekerjaan konstrnksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi 
dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan badan usaha yang borbentuk 
perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersarnakan. 

Pasal 5 

(1) Bidang dan sub biriangjasa pelaksana konstruksi tcrdiri dari 

a. Bidang Arsitektur, rneliputi : 

1. Peru.mah.an dan Permukiman; 
2. Gedwtg clan Pabrik; 
3. Pertamanan; 
4. Interior. 

b. Bidang Sipil, mdiputi : 

1. Drainase dan Jaringan Pcngairan; 
2. JaJan, Jembatan, Landasan dan Loka.si Peugcboran Darat; 
3. Jalan clan Jembatan Kereta Api; 
4. Bendung dan Bendungan; 
5. Bangunan Bawah Air; 
6. Dermaga Penahan Gelombang dan Tanah (break wat~r clan Retaining 

wali); , __ , 
7. Reklam~i dan Pengcrukan; 
8. Pembukaan Areal/Pemukiman; 
9. Pence~kan Sawah dan Pernbukaan Lahan; 
10. Pengupasan termasuk Land Cfoaring 
11. Penggalian/Penambangan; 
12. Pekerjaan Sipil lainnya. 



c. Bidang Mekanika~ terdiri dari : 

1. Tata Udara/AC dan PelindungKebakaran~ 
2. Pekerjaan Mekanikal. 

d. Bidang Elek1rikal, terdiri dari : 

1. Kclistrikan dan Pembangkit; 
2. Tralllimisi K~listrikan; 
3. Radio, Telekomunikas~ Sarana Bantu Navigasi Laut, R.ambu Sunga~ 

Pera!atan SAR dan Navigaai Udara; 
4. Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; 
5. Sentral Telekomunikasi; 
6. Jaringan Telekornunikasi; 
7. Pernasangan InstrurnentaCJi; 
8. Pos, Telekornunikasi dan Instmmentasi lain. 

e. Bidang Tata Lingk1.mga11, terdiri dari: 

1. Bangunan Pcngolahan Air Bersih dm Air Limbah; 
2. Perpiprum; , 
3. Reboi.sasi/Penghijauan; 
4. Pengeboran Air Tanah. 

(2) Bidang clan sub bidangjasa perencanaai.1./pengawasa.11 konstn.lbi terdiri dari 

a. Bidaig Arsitektur, meliputi : 

1. Bangunan Gedung dan Pabrik; 
2. Perumahan clan Pe1mukiman. 

b. Bidang Sipil, meliputi : 

1. Jalan dari Jembatan; 
2. J aring,m; 
3, BendW1g dan \Vaduk; 
4.. Sungai Rawa clan Pantai; 
5. Sarana Transportasi Darat; 
6. Sarana Transportasi L1ut; 
7. Saran.a Tr.unsportasi Udara; 
8. Sarana Tr.mCJportasi Jalan Baja; 
9. Sarana transportasi Sungai clan Penyeberangan; 
10. Prasarana Transportasi Laut; 
11. Prasarana Transporbsi Udara; 
12. Prasarana Transportasi Sungai clan Penyeberangan; 
13. Prasarana Jalan dan Jcmbatan. 

c. Bidang Meka.nikal 

d. Bidang Elektrika~ terdiri dari 

1. Pernhangkit Tenaga; 
2. Distribusi dan Transmisi; 
3. Teknologi Pos dan Tclekornunikasi. 

e. . Bidang Tata Ling!mngan, terdiri dari : 

1. Teknik Lingkungan; 
2. Konscrvasi dan Pengh.ijau.an. 



Baglan Kedua 
Pcrsyaratan Usaha, Keahfian dan Keterampilan 

Pasal 6 

P~cana konstruks~ pelaksana konst'Uksi dnn pengawas konstruksi ·yang betbentuk 
l,adan usaha harus : · 

a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha cli bidangjasa konstmksi; 

b. memiliki sc~rtifikat, klasifi.kasi <lan kualifikasi perusahaanjasa konsnuks.i. 

Pasal 7 

(1) Perencaru\ ~ konstruksi clan pengawas konstruksi orang pcrseornngan b.arus 
mem.ili.ki se,'11:ifikat keahlian. 

(2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan h..,rug merniliki sertifikasi keterampilan 
kerja dan sertifikat keahlian kerja. 

(3) Orang pemcorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sr-bagai 'percncana 
konstruksi atau pengawas konatruksi atau tenaga tertentu dalam badan : usaha 
pelaksana konstruksi ltarus memiliki sertifikat keahlian. ' 

(4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan kcteknikan yang bekeija pada 
pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat kcterampiJan dau keahlian kerja .. 

Baglan Ketiga 
Tanggung J'awab P'rofestomd 

Pasal 8 

(1) Badan usah.a sebagaimana dimaksud Pasa1 6 dan orang perseorangari' . 
sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Dacrah ini harus bertanggung jawab 
terhadap basil pekerjaannya sesuai dengan Pcranu·an Perunrlang-undangan yang 
berlaku. 

(2) . Pertanggungjawaban 1-,eb<1gaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dil.an.dasi prinsip­
prinYip keahlian sesuai dengan kaidah keilrn.tran, kepatutan dari kejujuran 
intelektual dalam mt--njalankan profesinya dengan tctap mc:ngutama.kan 
kepentingan wnwn. 

~. . 
(3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggungjawab se1:>agaimana dip.taksud a:rat (1) 

dan ayat (2) Pasal ini dapat ditempuh melalui mekanisme pcrtmggoogjawaban 
sesuai dcngan ketentuan pcraturan perund.J.ng-widangan yang berlaku. 

Baglan Keempat 
Pengembangan Usaha dan Kuuliflkasi Usaha 

Pasal 9 

(1) Usaha jasa konstr.iksi dikembang.kan untuk mem,judkan stmktur usa'ha yang· · 
kokoh rum e:fisien melalui kemi1raan yang sirtergis a11tara µsaha yang besar, 
menengah dan kecil serta antara ucrnba yang bersifat umuin; spesialis dan 
keterampilan rertmtu. 

(2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan komtrubii dilcemb.a·ng.ka.n ke arah 
usaha yang bcrsifat umum dan spesialis. 
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(3) Usah.a pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah : 

a. Usaha yang bersifat wnwn da.n spesialis; 

b. Usaha oratig perncdrangan yang berketerampilau kerja. 

Pasal 10 

1 Kualilikasi usa.iui jasa konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedab:m.an kompetensi 
dan potensi kemampuan usaha digolongkan dalam 

a. Kualifikasi Usa.ha Besar; 

b. Kualifik.asi Usaha Menengah; 

c. Kualifikasi Usaha Kecil. 

BAB III 
PERIZINA1"\I USA.HA JASA KONSTRUKSI 

Pasal 11 

(1) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usal!.a jasa 
korutruksi wajib mt;ndipatkan izin dari Bupati atau P,~jabat yang ditunjuk. 

(2) Izin sebagaimana dirnaksud ayat (1) Pasai ini tidak dapat ctipindah tangankan 
kecuali telah rnendapatkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.. 

(3) Tata cara permohon:m dan persyaratan pengajuan izin sebagalmana di.maksud ayat 
(1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 12 

(1) Izin 8ebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Pcratur~n Daerah ini berlaku selruna 
3 (tiga) tahun dan selanjutnya wajib mendaftar ul.ang. 

(2) Tata cara clan persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud aynt (J.) Pasal ini 
diatur lebih lanjut olch Bupati. 

Pasal 13 

(1) Dalazn hal Pemegang izin meninggal dwria atau karena sesuatu sebab tidak lagi 
menjadi pemegang izin~ maka ahli waris atau orang-•orang yang mendapat tmk dari 
padanya selambat-lambatnya 4 ( crnpat) bulan tcrhitung . sejak · meningg2itnya 
Pcmegang izin atau SJJat terjadinya tindak3n pengalihan hak, wajib mcngaj~kan 
permohonan balik nama kepada Bupati. ' 

(2) Tatac.:tra dan persyaratan batik nama sebagairnana dimaksud · ayat (1) Pasal ini 
diafur lebih lanjut oleh Bupati. · 

Pasal 14 

Izin Us~ Jasa.Konstruksi (IUJK) dicabut apabila: 

a. Ahli waris tidal<. mengajukan balik nama izin dalam tenggaQg waktu 4 ( empat) 
bu.Ian terhitung sejak meninggalnya pemegang . izin sebagaimana ' dim31:sud 
P~~ 13 Peratw-an Daerah ini; ' · 

b. P~eg_ang izin· yang dengan sengaja ticbk melaks~akan kewaj~ban-kewajiban 
\ ' ' ' ' • • ' ",, : \ ; I 

s.eb~gairnana diatur dalam Peraturan Da<.rah ini &n/atau ,per~4n Perundang- -- . 
Ubdapgan yang berlaku mengenai penyelenggar.aan us3ll~,j~sa. kon,3truksi sehingga 
mert4;ikan daerah dan kepentingan masyarakat umurn;. .' . ' 
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c. Pemegang izin melanggar kctentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan 
atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelenggaraan 
usaha jasa ko~truksi. 

.. .. ' . . 
BAB IV 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAI-IA JASA KONSTRUKSI 

Pasal 15 

Dengan nama Retribnsi Izin Usaha Jasa Kon.struksi dipungut Retrihusi s.ebagai 
pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi. 

Pasal 16 

(1) Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Jasa Konstmksi kepada orang 
perseorangan atau hadan usaha berdasarkan domisili. 

(2) Objek retribusi st:bagaimana dimak&ud ayat (1) Pasal ini meliputi Percncanaau, 
Pclaksarwan dan Pcn~:iwasan. 

Pasal 17 

(1) Subjek Retribusi adal.;h orang perseorangan atau badan usaha yang memperoleh 
pelayanan Izin Usah.a Jasa Konstruksi. 

(2) Wajib Retribu.si aualah orang perseorangan atau badan usaha yang bertanf:gung 
jawab at.as pcmhayar:m retribusi Izin Usahn Jasa Kon<1truksi. · 

BABY 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 18 

ReJibusi Izin lJsaha Jac;a Konstruksi digolongkan scbagai Rt:tribusi Perizinan Tertentu. 

BAB VI 
CARA MENGUKUR TINGKAT PF~NGGUNAAN JASA 

Pasal 19 

(1) Tingkat pcnggt,maan jasa diukur berdasarkan kuali:fikasi usaha :di bidang jasa 
konstruksi. 

(2) Batasan kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturaµ ·Dacrah ini, untuk 
golongan ja.sa konstruksi dan jasa konsultansi dapat dikelompokkan data~ : 

a. Penyedia Jasa Konstruksi tcrdiri dari : ..• 

1. Golongan Kecil Tiga (K-3), yaitu penyedia jasa yang dapat 
melaksanakan pekerjaan sampai dcn.gan Rp. 100.000.000.00 (soratus juta 
rupiah). · ·· .. 

2. Golongan Kecil Dua (K-2), yaitu p<:nyedia jasa 1yru1g dapat 
melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 100.000.0QO,Oq (scratu~juta rupiah) .". 
sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat rntus _ju~·,~p'iah). ·. · 

·Paraf: .. J. 
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3. Golongau Kecil Satu (K-1), yaitu penyedia jasa yang dapat 
mela.ksanaka.n pekerjaan di atas Rp. 400.000.000,00 (emp;it ratus juta 
rupi~). s~mpai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4. Golongan :Menengah Dua (M-2), yaitu penyedia jasa yang dapat 
melaksanakan peke1jaan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar mpiJh) dengan 
rr1emperhati~an kem.ampuan dasamya; 

5. Golongan Menengah Sant (M-1), yaitu penyedia jasa yang dapat 
melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar mpiah) dengan 
memperhatikan kemampuan dasarnya; 

6. Golongan Besar (B), · yaitu penyedia ja.c:ia yang dapat melaksanakan 
pekerjaan di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan 
memperhatikan kemamp1;1an dasarnya. · 

b. Penyedia Jasa K onsultansi Pereucanaan/Pengawasan dari : 

1. (tolongan K~cil (K), yaitu penyedia j?.sa yang dapat melaksanakan 
pekcrjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratusjub rupiah); 

2. Golong,1I1 Menengah (M), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan 
pekerjaan <li atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratuc; juta ru.pbh) sampai 
dengan Rp. 1.000.000.000,00 (sahl miliar rupiah) dengan m~mperhatikan 
kemampuan dasarnya; · 

3. Golongan Besar (B), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan 
pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan 
memperhatikan kemampuan dasamya. 

BAB VII 
PRINSJP PENET AP AN S'IRUKTUR DAN . 

BESARNYA TARIPRETRIDUSl . 

Pa:;al 20 

Pr:insip pcne~1pan tarip retribusi Izin U~aha Jasa Konstrub:i adalah untuk memperolch 
pendapatan dengan· mempertimbangkan biaya pdayanau, biaya · pengawaE:an clan 
pengendalian. · 

Pasal 21 

S1ruktur dan besarnya tarip reiribusi ditetapkan sebagai berikut 

a. Golongan usaha untukjasa konstruksi : 

1. Izin Usah.a Jasa Konstruksi (IUJK) Kecil Tiga (K-3) &ebes.ar Rp. 750.000,00 
(tujuh ratu.~ lima puluh ribu rupiah). , 

2. Irin Usal1.1 Jasa Konstiuksi (IUJK) Kecil Dua (K-2Y sebesar Rp. L 250.(;ioo,oo 
(satujuia, dua ratu.<i lima puluh ribu rupiah). · · · '· ·, · 

3. i!zin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kecil ·satu (K-1) sebesar Rp. f,000.000,00 
(dll~Juta rupiah). ' · 

4. Izin Usaha Jasa Konstruksi . (illJK) Menepgah · Dua : (1'Ai2) . sebesar 
Rp. 3.500.000,00 (tigajuta ti.ma r.itu11 ribu rupiah). 

, I . 



11 

5. Izin Usaha fasa Konstru!<si (IDJK) M,~ncngah Satu (M-1) sebesar 
Rp. 7.500.'000,00 (tujuhjuta lima ratus ribu ruµiah). 

. - -. .. .. 
6. Izin Usaha Jasa Kon.struksi (TIJJK) Besar (B) sebe,1ar Rp. 25.000.000,00 

(dua puluh limajuta rupiah). 

b. Golongan usah.a untuk jasa konsultansi pe: • .-encanaan/pengawasan : 

1. Kecil (K) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satuJuta rupiah). 

2. Mcnengah (M) scbesar Rp. 2.500.000,00 (duajnta lima ratus ribu iupiah). 

3. Besar (B) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah). 

c. Balilc nama sebesar 100 % (seratus persen) dari retribusi sebagairnana dimaksud 
huruf a dan b Pnsal ini. 

BAB VIII 
WILAYAHPEMUNGUfAN 

Pa.CJal 22 

Retibusi terutang dipungut di wilayah Daerah. 

BAB IX 
SAA T RETRIBUSI TERUT ANG 

Pasal 23 

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SK.RD atau dok'lllllen lain yang 
clipersamakan. 

BABX 
TATA CARA PEMUNGlITAN 

Pasal 24 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SK.RD atau dolmmt;n lain yang 
dipcrsamakan. 

BAB XI 
SANKS! AD:MINISTRASI 

Pasal 25 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waki1l yang telah ditetapkan 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administraqi dengan bunga sebesar 2 % 
( dun persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar clan ditagin dengan 
menggunakan STRD. 

Paraf : ... / 
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aAB XII 

TATACARAPEl\IBAYARAN 

Pasal 26 

(1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetonm retrlbusi 
tcrutang paling lama 30 (tiga puluh) bari setelah saat terutang. 

(2) Pembayuan ~tribusi dilakukan di K.as Dacrah atau tempat lain yang dituajuk 
sesuai waktu yang ditentukan dengan mengg\Ul.akan S~, SKRD Jabatan clan 
SKRD Tarnbahan. 

(3) Dalam hal penibayaran dilakukrui di tempat lain yang dinmj~ maka basil 
penerlmaan retribusi hnrus disetor kc Kas Daerah selambat-lamba1nya 1 x 24 jam 
atau dalam wa.lctu yang ditentukan oleh Bupati. 

Pasal 27 

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai. 

(2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (.l) Pasal ini ditetapkan oleh 
Bupati. 

.. 

I 
.' (1) 

Pasal 28 

Pembayaran Retribu~i sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Peraturan 
. Daerah ini diberikan tanda bulcti pcmbayaran. 

(2) Bentuk. dan isi bukti pembayaran retribusi ditetapk:m oleh Bupati 

I 
I 

BAB XIII 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 29 

(1), Pengeluaran Surat ... Teguran atau Peringatan sobagai awal tindakan ponagihan 
retribusi terhutang · dikelwrkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pcmbayuan. \ 

' I 

(2) Dahunjangka waktu 7\(tujuh) hzri setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan, 
waJib retribusi haruo m~lunasi retribusi terhutang. 

BAB XIV 
: KETENTUAN PIDANA 

Pasal 30 

/ (1) . Wajib Retribusi yaag\, tidak melaksruiakan kewajibannya sehingga merugikan -· • 
' ' . keupngan daerah, dian~an1· pidana kurungan 6 ( enam) bulan atau denda paling 

' b~yak 4 ( empat) kali ju~1lah retribusi yang terutang. 

·11 . I 

(2) Tibdak pidana sebagaimarta dimaksud ayat (1) PJSal ini adalah pelanggaran. 

' ' I 

I 
I 

,. 
' 
• 
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BAB XV 
PENYIDIKAN 

Pasal 31 

(1) Pejabat Pegawai Ne~eri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wcwenang khusus sebagai penyidik untuk melalmkan ponyidikan tindJk pidana di 
bidang Retribusi Daerah. 

(2) Wewenang penyidi.k sebagaimana dimakuud ~wun ayat (1) Pasal ini adalah : 

a. menerima, mencarl, meugumpulkan clan meneJiti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana retribusi dacrah agar keterangan atau laporan 
terse but menjacli lengkap clan jelas; 

b. meneliti, mencari clan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tenu.o.g kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dcngan 
tindak pidana retribusi daerah tersebut; 

c. meminta keterangan clan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengrui tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

d. memeriksa bnku-buku, catatan-catatan clan dokumen-dokumen lain herkcnaan 
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerru1; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan baharl bukti pombukuan, 
pencatatan clan dokwnen-dokumen lain, scrta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f. meminta ba!1tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tut,a8 penyidikan. 
tindak pidana di biclang retribusi daerah; 

g. menyunlh berhenti, melarang seseorang mcnin~alkan ruangan atau tern.pat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 
dan/atau dokumen yang d.ibawu sebagaimana dimak.sud pada huruf e ayat ini; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

L memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperi.ksa sebagai, · 
tersangka atau saksi; 

J. menghenti.kan penyidikan; 

k. mclz.kukan tmdakan lain yang perlu 1.u1tuk kclan.caran penyidikan iindak 
pidana di bidang retribu.c;i daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan. · 

BAB XVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 32 

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dibedkau sebelum berlakunya Peraturan Daerah 
ini harus disesuaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya . 
Peraturan Dacrah ini. 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

Hal-hal yang helum diatur dalam Peraturc"Jn Daerah ini akar. di:ttur lebih lanjut oleh 
Bupati sepanjang rnengenai pelaksanaannya. · 



Pasal 34 
.. . . . 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengw1dangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .. " . 

Karanganyar 
17 ~t,tV\i 100:z 

LEiJffiARAN DAERAH KARUPATEN KARANGANYAR 
TAHU\"I 2002 NO MOR {).. ~ SERI C, 9 



PENJELASAN 

PERATtJRANDAERAHKABl}PATENKARANGANYAR 

NOMOR II TAHUN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN USAHA J.ASA KONSTRUKSI 

I. PENJELASAN UMUM 

Dalam pembangunan daerah, Jasa Konstntlrni mempunya1 peranan 

penting clan strategis :riengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir 

berupa bangunan ata.J bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana m;iupun 

sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan clan perkernbangan herbagai 

·bidang pembangunan clan industri barang maupun jasa yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan pekerja.an konstruksi. Masyarakat jasa ko1tstr\llksi dituntut untuk 

rnampu mengoptimalkan perannya dalaJ.11 kegiatan pembangunan di daerah 

melalui peningkata11 keandalan yang tercennin dalam kem.ampuan bersaing secara 

sehat clan kemampuan penyelenggaraan pekerj.aan konstruksi 11ecara lebili efisien 

clan efektif yang didnkung oleh ntruktur wwha yang kokoh yaitu terwujudnya 

kemitraan yang sinergis antara penyedia jasa d.an pengguna jas~ sehingga mampu 

mewujudkan haSil pekerjaan konst.ruksr. yang berkualitas. 

Dewasa ini terdapat kecenderungan adanya peningkatan pertumbuhan_ 

perusahaan jas~ konstruks~ namun peningkatan jumlah perusahaan ini tampaknya 

belu.m diikuti dengan peningkatan kualifikasi clan kinerjanya yang tercemun 

dalrun beberapa indikator ant:lra lain kualitas/mutu produk, kctepatan waktu 

pelaksanaan pekerjaan, dan efisiensi pemanfaatan 11umber daya manusia, modal 

dan teknologi yang helum sesuai harapan. Hal ini disebabkan karena P,ersyaratan 

usaha serta persyaratan keahlian clan keterampilari bel~ diarahkan wrtuk 

mewujudkan keand-1lan usaha yang profe~ional. 

Pc,'l·aturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konsttvksi ini pirnaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengawasan cfan._ pe.ngen~·li1µ1 . terhadap 

penyelenggaraan usal1a jasa konstruksi agar tl~rcipta i~lim us~, yang sch.at dan 

terlaksananya pckerjaan di bidang jasa konstruksi s¥cara\ leb_iU, berkualitas. Di 

sampi.ng itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daeral1 Jnl . diharapkan dapat 
, : • , ~I 

memberilrnn kontribusi terhadap peningkatan pendapatan ~r~ 
...... 

. .. 
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IL PENJELASAN P ASAL DEl\11 P ASAL 

Pasal 1 

Pasal 2 

. : • Cukup Jelas 

CukupJelas 

Pasal 3 ayat (1) Cukup Jet.as 

ayat (2) Pekei:iaan konstruksi dapat dilakukan dalam r;atu paket 
kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan 
penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau 
peniba.giau dari kegiatan. 

Studi pengembangan mencakup stucli insepsion, studi 
fisibilitas dan penyusunan kerangka usulan. 

ayat(3) Pekerjaan pclaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam 
satu paket kegiatan mu)ai dari penyiapan lapangM sampai 
dengan basil pekerjaan atau per bagian kegiatan. 

ayat (4) Cukup Jet.as. 

Pasal 4 ayat (1) ~ Yang dimaksud orang pcrseorangan adalah warga negara, 
baik h1donesia mau.pun asing. Sedangkan pengcrtian badan 
usaha adalah badan usaha baik Indonesia maupun _asing 
dengan beniuk antara lain PT, Koperas~ CV dan Firma. 

ayat (2) Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan ol:h or.mg 
pcrseorangan dimaksudkan untuk mernberikan 
perlindungan terhad ap para pihak maupun masyarakat atas 
resiko pckerjaan konstruksi. 

ayat (3) Cukup Jelas 

ayat (4) 

Pasal 5 

Cukup Jclas. 

Cukup Jelas 

Pasal 6 huruf a 

Pasal 7 

Pasa.l 8 

Hu.rufb 

Pasal 9 ayat (1) 

Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik 
dimaksudkan unr.ik melindungi masyarakat dawn usaha 
clan atau pekerjaanjasa konstruksi. · 

Standar klasifikasl dan kualifikasi keahlian kerja adalah 
pengal:uan tingkat keahlian ke1ja setiap badan usaha baik 
nasional maupun asing yang beketja di bidang usaha jasa 
konstruksi. Pengak-uan te-rsebut diperofoh melalui ujian yang 
dilakukan oleh hadan/lemluiga yang ditugasi untuk 
melaks.anakan tngas-tugas terfi1:but. Proses untuk 
mcndapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui 
kegiatan registrasi yang melipud klasifikas~ kualift.kasi dan 
sertitikasi. 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

' . ' I -• ., 

Dengan pendekatan i.."li diharapkan. terw~jud restrukturisasi 
usaha jasa konsttuksi yang memmjang efisiensi usah.a 
karena kemampuan penyedia jasa dalam akala usaha 
maupun kualifikasi usaha akan sating mcngisi dalam 
kemiu·a.111 yang sinergis dan komplementer karena saling 
membutuhkan yang dalam hubw1gan tranaaksionalnya 
dilan.dasi oleh kesetaraan dalarn hak dan kewajiban. 



Pasal 10 

Pasal. 11 

Pasal 12 

Pasal 13 

Pasal 14 

Pasal 15 

Pasal 16 

Pasal 17 

Pasal 18 

Pasal 19 

Pac;al 20 

Pasal 21 

Pasal 22 

Pasal 23 

Pasal 24 

Pasal 25 

Pasal 26 

Pasal 27 

Pasal 28 

Pasal 29 

Pasal 30 

Pasal 31 

P-asal 32 

Pasal 33 

Pasal 34 

ayat (2) Dalarn pengembangan usaha. perencanaan dm pengawasan 
konstruksi dimungkinkan tumhuhnya jasa, antara lain dalarn 
bentuk manajemen proyek, man:ajemen konstruksi serta 

. • bentuk jasa lainnya sesuni dengan twttutan dan 
pertumbuhan duniajasa konstruksi. 

ayat (3) Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cuk'1p Jelas 

yang dimaksud Perizinan terte.ntu adalah kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada 
orang atau bar.Ian uaaha yang dimaksudkai1 untuk 
pcmbinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatm ruang, penggunaan sumber daya 
alam, barang, prasarana, saran.a atau fasilitas tertentu gima 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kefostarian 
lingkungan. 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelaa 

Cukup Jelas 
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